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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan 

Untuk Perguruan Tinggi telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, 

semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah 

wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan 

Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. 

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap 

Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah bagian integral dari sistem pendidikan suatu 

negara yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang sadar akan 

hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya terhadap negara dan masyarakat. 

Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan pemahaman yang 

mendalam tentang konsep-konsep demokrasi, hak asasi manusia, 

pluralisme, toleransi, serta nilai-nilai moral yang mendasari kehidupan 

bermasyarakat yang harmonis. 

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata 

kuliah atau program pendidikan yang bertujuan untuk memperkenalkan 

siswa pada konsep-konsep dasar kewarganegaraan, hak-hak dan 

kewajiban sebagai warga negara, serta berbagai isu sosial dan politik yang 

relevan dengan kehidupan bermasyarakat. Materi yang diajarkan dalam 

pendidikan kewarganegaraan dapat mencakup sejarah negara, prinsip-

prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, toleransi, serta cara-cara 

berpartisipasi dalam proses politik dan kehidupan masyarakat. Tujuan lain 

dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk kesadaran 

dan pemahaman yang lebih baik pada siswa tentang peran mereka dalam 

masyarakat dan negara, serta menginspirasi mereka untuk berperan aktif 

dalam pembangunan masyarakat yang adil dan demokratis. 

 

PRAKATA 



 

iv 

Pendekatan dalam pendidikan kewarganegaraan mengacu pada cara 

atau metode yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran, 

mengembangkan keterampilan, dan membentuk sikap siswa terhadap 

kewarganegaraan dan partisipasi dalam kehidupan demokratis. Berbagai 

pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip pedagogis tertentu dan 

tujuan-tujuan pendidikan kewarganegaraan yang ingin dicapai. 

 Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 

beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah 

menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan 
hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati 

secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para 

pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian 

dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan 

karya selanjutnya di masa yang akan datang. 

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 

yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 

penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di 

hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak 

dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu 

pengetahuan di Indonesia. 
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PENGANTAR PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAAN 

 

 

A. PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah bagian integral dari sistem 

pendidikan suatu negara yang bertujuan untuk membentuk warga negara 

yang sadar akan hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya terhadap 

negara dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan 

pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep demokrasi, hak asasi 

manusia, pluralisme, toleransi, serta nilai-nilai moral yang mendasari 

kehidupan bermasyarakat yang harmonis. 

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata 

kuliah atau program pendidikan yang bertujuan untuk memperkenalkan 

siswa pada konsep-konsep dasar kewarganegaraan, hak-hak dan 

kewajiban sebagai warga negara, serta berbagai isu sosial dan politik yang 

relevan dengan kehidupan bermasyarakat. Materi yang diajarkan dalam 

pendidikan kewarganegaraan dapat mencakup sejarah negara, prinsip-

prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, toleransi, serta cara-cara 

berpartisipasi dalam proses politik dan kehidupan masyarakat. Tujuan lain 

dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk kesadaran 

dan pemahaman yang lebih baik pada siswa tentang peran mereka dalam 

masyarakat dan negara, serta menginspirasi mereka untuk berperan aktif 

dalam pembangunan masyarakat yang adil dan demokratis. 

 

 

 

BAB 1 



  

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan | 13 

Pendekatan dalam pendidikan kewarganegaraan mengacu pada cara 

atau metode yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran, 

mengembangkan keterampilan, dan membentuk sikap siswa terhadap 

kewarganegaraan dan partisipasi dalam kehidupan demokratis. Berbagai 

pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip pedagogis tertentu dan 

tujuan-tujuan pendidikan kewarganegaraan yang ingin dicapai. 

 

TUGAS DAN EVALUASI 

1. Jelaskan secara singkat definisi pendidikan kewarganegaraan? 

2. Jelaskan beberapa tujuan dan manfaat dari pendidikan 

kewarganegaraan? 

3. Jelaskan Beberapa landasan ilmiah utama dalam pendidikan 

kewarganegaraan ? 

4. Berikan beberapa contoh landasan hukum pendidikan 

kewarganegaraan dari beberapa negara? 

5. Jelaskan Beberapa ciri paradigma baru pendidikan kewarganegaraan? 

6. Jelaskan Beberapa pendekatan umum dalam pendidikan 

kewarganegaraan? 
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HAK DAN KEWAJIBAN  

WARGA NEGARA INDONESIA 

 

  

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak dan kewajibannya 

masing-masing dalam kehidupan bernegara. Untuk menjadi warga negara 

yang baik harus mentaati aturan, baik yang tertulis ataupun secara hukum 

dalam negara, juga aturan budaya dan adat istiadat yang ada. Indonesia 

adalah negara demokratis, dengan itu sudah tentu memiliki nilai dan 

normanya sendiri, seperti perihal hak dan kewajiban untuk setiap 

warganya. Di dalam Undang-Undang (UU) ada peraturannya tersendiri 

untuk warga negara, sebagaimana dalam UU nomor 12 tahun 2006 pasal 1 

ayat 1 secara tersirat bahwa warga negara merupakan warga dari suatu 

negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

ada. Sebagai anggota dari negara, warga negara memiliki hubungan 

khusus, yaitu hubungan hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik satu 

sama lainnya, baik berada dalam negara asalnya atau diluar negara 

asalnya (luar negeri).  

 

A. DEFINISI HAK DAN KEWAJIBAN 
Sebelum membahas tentang definisi atau pengertian dari hak dan 

kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), alangkah baiknya 

terlebih dahulu membicarakan atau membahas siapa itu warga negara 

terlebih dahulu, warga negara dapat dikatakan sebagai bangsa Indonesia 

asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh Undang-Undang (UU) 

sebagai warga negara. Dari pasal ini bisa diketahui bahwa WNI itu adalah 

orang asli Indonesia dan peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, 

BAB 2 



 

26 | Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Arief, (2008). Pendidikan kewarganegaraan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Djahiri, AK. (2006). “Esensi Pendidikan Nilai-Moral dan PKn di Era 

Globalisasi” dalam Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi 
Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Laboratorium Pendidikan 

KewarganegaraanFPIPS UPI. 

Notonagoro. (1975). Pancasila Dasar Falsafah Negara. Jakarta: Pancuran 

Tujuh. 

Syamsu Ridhuan. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: 

Universitas esa Unggul. 

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 26 ayat 1. 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

UNTUK PERGURUAN TINGGI 

BAB 3: WARGA NEGARA  

DAN KEWARGANEGARAAN 

 

 

 
 

Dr. Deasy Soeikromo, S.H., M.H

Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado  



 

28 | Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi 

 

 

 
 
WARGA NEGARA DAN 

KEWARGANEGARAAN 

 

 

A. DEFINISI WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN 

1. Definisi Warga Negara 

Warga negara memiliki peran yang utama bagi keberlangsungan suatu 

bangsa, termasuk warga negara yang ada di Indonesia. Sejak Indonesia 

merdeka tahun 1945, maka secara legal negara memiliki kedudukan 

hukum yang sah, dimana didalamnya terdiri dari unsur warga negara dan 

non warga negara (warga asing) yang menjadi bagian penting, yang akan 

mengisi pembangunan bangsa Indonesia, maupun dalam kaitannya 

dengan relasi dengan negara-negara lain diluar Indonesia baik oleh 

Pemerintah maupun oleh warga negaranya. Negara merupakan sebuah 

istilah yang sifatnya abstrak, bila tidak diisi dengan komponen-komponen 

pembentuk didalamnya, istilah lainnya negara adalah entitas abstrak, bila 

tanpa unsur pendukung. Yang membuat suatu negara tidak abstrak adalah 

unsur-unsur pembentuk negara itu sendiri meliputi pemerintah, wilayah 

dan rakyat atau yang lebih dikenal sebagai warga negara yang menjadi 

bagian dari penduduk di suatu negara. Pada suatu negara, diisi oleh 

penduduk yang tinggal di wilayah negara tersebut, dimana warga negara 

menjadi bagian dari penduduk dari suatu negara. Tentunya sebagai bagian 

dari negara, maka warga negara memiliki hubungan yang langsung dengan 

negara yang ditempatinya, yang dapat dilihat dari peranan, hak dan 

kewajiban yang sifatnya timbal balik, baik antar negara dengan warga 

negaranya. 
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OTONOMI DAERAH 

 

 

A. PENDAHULUAN  

Bangsa Indonesia memiliki cita-cita luhur dalam melaksanakan 

pembangunannya. Tujuan pembangunan nasional di Indonesia, memiliki 

beberapa kesamaan dengan bangsa-bangsa lainnya yaitu berupa upaya 

untuk memakmurkan rakyatnya melalui tatanan kehidupan berbangsa 

maupun bernegara yang telah direncanakan sebelumnya berdasarkan cara, 

strategi dan filosofi yang dikembangkan masing-masing negara. Tujuan 

pembangunan nasional bangsa Indonesia, telah tercantum dalam 

pembukaan UUD 1945, pada alinea keempat, yang sejalan dengan 

penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1995 

Tentang Usaha Kecil, bahwa pembangunan nasional bertujuan 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945, dalam negara Kesatuan RI. Pembangunan nasional yang 

didorong melalui pembangunan ekonomi, juga harus ditunjang dengan 

adanya perubahan budaya, politik dan sosial pada masyarakat Indonesia, 

sehingga dapat dicapai kesejahteraan, dan kemakmuran yang berkeadilan. 

Dasar dari keinginan inilah, diantaranya yang kemudian mendorong 

keinginan diterapkannya desentralisasi melalui otonomi di daerah.  

Otonomi Daerah berkaitan dengan adanya wewenang Pemda untuk 

mengelola daerahnya secara mandiri, dalam arti adanya otonomi nyata 

yang dilaksanakan di daerah. Otonomi yang dimaksud adalah adanya 

keleluasaan/kewenangan daerah untuk mengelola pemerintahan secara 

mandiri untuk bidang tertentu yang diperlukan daerah, sehingga daerah 

tersebut dapat dikembangkan sesuai potensi. Otonomi yang dilaksanakan 
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KETAHANAN NASIONAL 

 

 

A. PENGANTAR 

Ketahanan suatu bangsa pada hakikatnya suatu prinsip yang sangat 

penting bagi kelangsungan hidup manusia dan negaranya. Ketahanan 

sebuah bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk 

mempertahankan eksistensi,persatuan dan kesatuannya serta 

memperkuat daya dukung kehidupannya. Dengan kata lain Ketahanan 

pada prinsipnya merupakan kemampuan menghadapi segala bentuk 

ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dihadapinya, sehingga 

memiliki kemampuan melangsungkan kehidupannya dalam mencapai 

kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa untuk konteks 

Indonesia dikenal dengan nama Ketahanan Nasional yang dikembangkan 

oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) pada tahun 1970-an. 

Pada hakikatnya secara konsepsional, ketahanan nasional dapat 

diartikan sebagai “Kondisi dinamis suatu bangsa”, yang meliputi segenap 
aspek kehidupan nasional yang terintegrasi; Isinya berupa keuletan dan 

ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan 

nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan 

gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, baik langsung 

maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk untuk menjamin identitas, 

integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan 

mencapai tujuan nasionalnya. Disisi lain inti dari Ketahanan Nasional 

adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi 

segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan 

kompleks. 

BAB 5 



 

102 | Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Armaidy Armawi. 2012. Karakter Sebagai Unsur Kekuatan Bangsa. 

Makalah disajikan dalam “Workshop Pendidikan Karakter bagi 

Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan  

Buku Pedoman, Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia, Lemhannas RI Tahun 

2011. 

Ichlasul Amal & Armaidy Armawi.(ed). 1998. Sumbangan Ilmu Sosial 

Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional. Yogyakarta; Gajah Mada 

Universitas Press 

Kate Nash,. 2000. Contemporary Political Sociology. Globalization, Politics 

and Power. Massachusetts. Blakwell Publise. 

Sunardi. 1997. Teori ketahanan nasional. Jakarta; HASTANAS 

Suradinata Ermaya & Dinuth Alex. 2001. Geopolitik dan Konsepsi 

Ketahanan Nasional. PT Paradigma Cipta Yatsigama: Jakarta. 

Tinggi”, tanggal 31 Agustus – 2 September 2012 di Hotel Bintang Griya 

Wisata Jakarta 

Winarno, 2007: Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di 

Perguruan Tinggi, Bumi Aksara, Jakarta. 

Winarno. 2007. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di 

Perguruan Tinggi. Bumi Aksara: Jakarta. 

Winarno.2007. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: 

Bumi Aksara 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 

UNTUK PERGURUAN TINGGI 

BAB 6: POLITIK DAN STRATEGI 

NASIONAL (POLSTRANAS) 

 

 

 
 

Daelami Ahmad, S.Ag., M.Si

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten  



 

104 | Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi 

 

 

 
 
POLITIK DAN STRATEGI  

NASIONAL (POLSTRANAS) 

 

 

A. DEFINISI POLITIK, STRATEGI, DAN POLSTRANAS 

1. Pengertian Politik  

Politik merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, karena politik mencakup semua dimensi yang 

mempengaruhi aspek-aspek kehidupan manusia yang terkait dengan 

kekuasaan. Sejarah sudah mengajarkan kepada kita bahwa politik, suka 

atau tidak suka, sesungguhnya merupakan hal yang sangat esensial dalam 

kehidupan bernegara. Bahkan, Aristoteles memandang politik sebagai 

semua dimensi yang mempengaruhi kehidupan manusia dalam mana 

terdapat hubungan ataupun orientasi kekuasaan. Menurut Nursi (2023:25), 

secara etimologi, politik berasal dari bahasa Yunani “polis” yang berarti 

“negara/kota”. Dari kata “polis” ini kemudian muncul kata lain seperti 

polites (warga negara), politeia (segala hal ihwal-ihwal mengenai polis 

atau negara), politikos (ahli kenegaraan), politieke episteme (ilmu politik), 

dan politieke techne (kemahiran politik). Baik secara etimologis maupun 

konsepsi yang berkembang sekarang, kata ilmu politik tidak dapat 

disamakan dengan Politik. Dan walaupun ada sarjana yang membaginya 

atas politik teoritis dan politik praktis, namun kata politik sekarang ini 

tidak dapat lagi diartikan secara kaku sebagai kemahiran atau keahlian, 

tetapi cenderung segala aktivitas aktual yang terjadi dalam proses 

kehidupan kenegaraan dan/atau pemerintahan khususnya yang 

berorientasi atau yang diorientasikan oleh kekuasaan dan penentuan 
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KORUPSI DI INDONESIA 

 

 

A. PENDAHULUAN  

Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena 

telah merambah seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara 

sistematis, sehingga menimbulkan stigma negatif bagi negara dan bangsa 

Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Korupsi juga telah 

menjadi extra ordinary crimes yang telah nyata menggerogoti dan 

membahayakan keuangan dan perekonomian negara Indonesia dan 

menghambat pembangunan Nasional. Korupsi Sebagai salah satu jenis 

kejahatan, korupsi memiliki karakteristik sendiri dibandingkan kejahatan 

jenis lainnya. Salah satu karakteristik tindak pidana korupsi adalah bahwa 

korupsi tergolong tindak pidana yang selalu berkorelasi dengan uang dan 

kekuasaan. Pelaku biasanya memiliki kekuasaan, baik itu politik, ekonomi, 

birokrasi, hukum maupun kekuasaan lain (Kristiana, 2018). Korupsi dengan 

berbagai bentuknya tersebut telah dan akan berdampak yang sangat besar 

bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Berbagai dampak tersebut adalah 

dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan, dampak birokrasi 

pemerintahan, dampak politik dan demokrasi, dampak terhadap 

penegakan hukum, dampak terhadap Hankam, dan dampak kerusakan 

lingkungan (Sumaryati, dkk. 2019). Penulis pada pembahasan materi akan 

menjelaskan secara singkat definisi korupsi, faktor penyulut terjadinya 

korupsi, dan upaya-upaya pencegahan korupsi. 
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ETIKA DEMOKRASI DAN  

PENDIDIKAN DEMOKRASI 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah bagian integral dari sistem 

pendidikan di banyak negara, termasuk di perguruan tinggi. Menurut 

Putra dan Wajdi, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses 

pendidikan demokrasi guna mempersiapkan warga masyarakat dalam 

berpikir kritis dan bertindak demokratis dalam bingkai nasionalisme (Putra 

& Wajdi, 2021). Tujuan dari PKn di tingkat perguruan tinggi adalah 

membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas, aktif, dan 

bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Berikut adalah 

beberapa poin yang menjelaskan pendidikan kewarganegaraan untuk 

perguruan tinggi: 

1. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan: PKn bertujuan untuk 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai 

demokrasi, hak asasi manusia, rule of law, serta tanggung jawab sosial. 

Melalui pendidikan ini, diharapkan mahasiswa dapat berpartisipasi 

aktif dalam kehidupan masyarakat dan paham akan hak dan kewajiban 

sebagai warga negara. 

2. Pemahaman terhadap Sistem Politik dan Hukum: PKn di perguruan 

tinggi membantu mahasiswa memahami sistem politik dan hukum di 

negara mereka. Ini melibatkan studi tentang struktur pemerintahan, 

proses legislasi, serta hak dan kewajiban warga negara. 
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TUGAS DAN EVALUASI 

1. Apa yang dimaksud dengan etika, demokrasi dan pendidikan 

demokrasi? 

2. Sebutkan beberapa aspek penting dari etika perguruan tinggi? 

3. Sebutkan beberapa prinsip tentang etika demokrasi? 

4. Sebutkan beberapa unsur dalam pendidikan demokrasi? 
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